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KATA PENGANTAR

Dalam sistem demokrasi, pemerintah adalah representasi dari rakyat. Oleh
karena itu, sudah selayaknya rakyat mengetahui dan mengawasi bagaimana
pemerintahan dijalankan. Keterbukaan informasi bukan sekadar amanat
undang-undang, melainkan fondasi utama untuk membangun kepercayaan
antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang terinformasi adalah
masyarakat yang berdaya. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam
pengambilan keputusan, mengawal kebijakan, dan pada akhirnya, turut serta
membangun bangsa. Dengan kata lain, keterbukaan informasi adalah napas
vital bagi pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

Dalam menjamin hak keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 telah menjadi payung hukum. Kementerian Dalam Negeri,
sebagai pembina pemerintahan daerah, mendukung penuh implementasi
Keterbukaan Informasi Publik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2017 sebagai panduan, yang memperkuat kelembagaan
PPID, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, baik
dari unsur internal maupun pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, kami
menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan, kontribusi, dan
partisipasi semua pihak dalam upaya peningkatan kualitas layanan informasi
publik.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam
rangka memperkuat tata kelola informasi publik yang lebih baik di masa
mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai
referensi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan
kepada masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT/Tuhan
Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita
semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Jakarta, 31 Maret 2026

Kepala Pusat Penerangan
Selaku PPID Utama

Drs. Benni Irwan, M.Si., MA
Pembiina Utama Madya (IV/d)
NIP 197301231992031001
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BABI
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN

Dalam sistem demokrasi, pemerintah adalah representasi dari rakyat. Oleh karena
itu, sudah selayaknya rakyat mengetahui dan mengawasi bagaimana pemerintahan
dijalankan. Keterbukaan informasi bukan sekadar amanat undang-undang,
melainkan fondasi utama untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan
masyarakat. Masyarakat yang terinformasi adalah masyarakat yang berdaya.
Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, mengawal
kebijakan, dan pada akhirnya, turut serta membangun bangsa. Dengan kata lain,
keterbukaan informasi adalah napas vital bagi pemerintahan yang akuntabel dan
partisipatif.

A. Kebijakan

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, bahwa seluruh Badan Publik wajib menyediakan
informasi yang diperlukan masyarakat. Pejabat Pengelola Informasi Publik
(PPID) mengambil andil dalam penyediaan informasi yang cepat, tepat waktu,
ringan biaya serta menggunakan cara yang sederhana. Pejabat Pengelola
Informasi Publik (PPID) pada Kementerian Dalam Negeri, diampu oleh Kepala
Pusat Penerangan yang dibantu oleh petugas layanan informasi publik pada
Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kinerja pengelolaan layanan
informasi dan dokumentasi, Kementerian Dalam WNegeri (Kemendagri)
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumensi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah yang berlaku hingga ditetapkannya Permendagri No.2
Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan, Pemerintah Desa tanggal 2 Februari
2026.

Kebijakan layanan informasi publik di Kemendagri diperkuat dengan
diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 067.05-5465 Tahun
2022 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian
Dalam Negeri serta Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Publik Nomor
337/203/Puspen.3 tentang Standar Oerasional Prosedur Layanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang memuat:

e SOP Pelayanan Permohonan e SOP Penyusunan DIP;
Informasi; e SOP Pelayanan Permohonan

s SOP Penanganan Keberatan Atas informasi Bagi Penyandang
Informasi Publik; Disabilitas; dan

e SOP Prosedur Uji Konsekuensi; e SOP Pengumuman Informasi Publik.

e SOP Fasilitasi Sengketa Informasi;

@ www.kemendagri.go.id X (© @kemendagri ([ @kemendagri ) @Kemendagri_RI Ll



B. Struktur Organisasi

Struktur PPID Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Lampiran | Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik iIndonesia Nomor 3 Tahun 2017 tetang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informai dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah. Berikut Struktur Organisasi PPID Kementerian Dalam

Negeri:

PEMBINA
MENTERI DALAM NEGERI

PENGARAH
ATASAN PPID

BIDANG PENDUKUNG
SEKRETARIAT

BIDANG PENDUKUNG
SEKRETARIAT

PPID UTAMA
KEPALA PUSAT PENERANGAN

PPID PEMBANTU

KEPALA BIRO/PUSAT DI LINGKUNGAN
SETJEN & SEKRETARIS Di UNIT KERJA
ESELON |

' PEJABAT FUNGSIONAL

Em e =

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

TIM PERTIMBANGAN

PIMPINAN KERJA ESELON | &
PEJABAT YANG MEMEBIDANGI
HUKUM

BIDANG PELAYANAN
INFORMASI

BIDANG SENGKETA
INFORMASI

PPID Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dijabat
oleh Kepala Pusat Penerangan bertanggungjawab kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal

& www.kemendagri.go.id X (© @kemendagri ) @kemendagri {) @Kemendagri_RI



C. Visi dan Misi PPID
PPID Kemendagri memiliki visi:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, informatif dan akuntabel
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

PPID Kemendagri Memiliki Misi:

1.Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, tepat
dan interaktif

2.Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
publik nasional

3.Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam
bidang pelayanan informasi publik

4.Memberikan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan sederhana

D. Tugas dan Kewenangan
Atasan PPID
Atasan PPID bertugas:

1.Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana,

2.Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik;

3.Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;

4.Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa informasi di
Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;

5.Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID

Pelaksana;

Atasan PPID berkewenangan:

1. Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;

2.Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik;

3.Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi untuk  ditindaklanjuti oleh PPID;

4.Menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian
sengketa informasi di Komisi Informasi danfatau di Pengadilan; dan

5.Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh
PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

@ www.kemendagri.goid X (©) @kemendagri 3 @kemendagri {) @Kemendagri_RI L3
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PPID Utama
PPID Utama bertugas:

1.Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2.Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3.Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi
dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4.Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan
informasi dan dokumentasi keada publik;
5.Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6.Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan;
7.Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8.Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9.Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID
Pembantu;
10.Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau
sesuai kebutuhan;
11.Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
12.Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13.Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi

PPID Utama berwenang:

1.Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
yang menjadi cakupan kerjanya;

3.Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan
PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

4.Menentukan dan menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat
diakses oleh publik;

5.Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat,
mengumpulkan serta memelihara informasidan dokumentasi sesuai
kebutuhan organisasi.

@ www.kemendagri.go.id X ([© @kemendagri {3 @kemendagri ) @Kemendagri_RI
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PPID Utama
PPID Utama bertugas:

1.Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya;

2.Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling
sedikit 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

3.Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya;

4.Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi
bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

5.Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah masing-masing;

6.Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai
dengan kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana yang telah disebutkan, PPID pembantu, khususnya
sekretariat DPRD bertugas untuk:

1.Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan
dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan

2.Mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk
menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

Maklumat Pelayanan

Bersadarkan Peraturan Komisi informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyusun dan
menetapkan Standar Maklumat Pelayanan sebagai komitmen dalam memenuhi
hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik.

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1.Memberikan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan

3.Menyediakan akses informasi publik yang mudah, murah dan dapat diakses
oleh masyarakat

4.menyediakan sarana dan fasilitasi pelayanan informasi publik yang nyaman
sesuai standar pelayanan

5.Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja internal dalam pelayanan
informasi publik

6.Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan dalam memberikan pelayanan informasi

publik.

@ www.kemendagri.go.id X © @kemendagri () @kemendagri ) @Kemendagri_RI
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GAMBARAN UMUM KINERJA LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana PPID

Penyelenggaraan layanan informasi publik Kemendagri telah disesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik. Adapun sarana prasarana pendukung yang
tersedia meliputi:

1. Ruang Layanan Informasi Publik
Ruang Layanan Informasi terletak pada Kantor Pusat Kemendagri, JL. Medan
Merdeka Utara No.7 Gedung B Lt. 1, Jakarta, Indonesia 10110. Ruang ini
berfungsi sebagai tempat penerimaan permohonan informasi dan konsultasi

atas layanan informasi.
w | ! [
' ﬁ y
a & i
Mk

a

-

b of
=Y

Gambar 2.1 Ruang Layanan Informasi Publik

2. Porial Kemendagri

Website resmi Kemendagri dapat diakses melalui link www.kemendagri.go.id.
Melalui portal Kemendagri tersebut, masyarakat dapat mengajukan
permohonan informasi yang terintegrasi langsung dengan portal PPID
Kemendagri.

O\ www.kemendagri.go.id

Gambar 2.2 Website Kemendagri

@ www.kemendagri.goid X (© @kemendagri 3 @kemendagri {) @Kemendagri_RI LG
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3. Aplikasi PPID Kemendagri Berbasis Web

Aplikasi web Kemendagri dapat diakses melalui link
www.ppid.kemendagri.go.id. Melalui web tersebut, masyarakat dapat
mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan. Selain itu,
terdapat berbagai menu layanan, seperti:

o Informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, Daftar
Informasi Publik, dan daftar informasi dikecualikan

Tata cara permohonan informasi pubtik

Formulir permohonan informasi publik

Tata cara pengajuan keberatan

Tata cara penyelesaian sengketa informasi

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang

Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID

Pedoman Umum Pelayanan Informasi Publik

Makiumat Pelayanan

e @ & & &+ & o &

T AR | Q  www.ppid kemendagri.go.id

i @, « 2 A

Gambar 2.3 Website PPID Kemendagri

Aplikasi PPID Kemendagri telah dimanfaatkan secara bersama (berbagai pakai)
tanpa dikenakan biaya oleh 231 Pemerintah Daerah, dengan rincian data
sebagai berikut:

Jumlah dokumen yang telah diunggah: Jumlah permohonan informast:
392.483 14.394
Jumlah pengunjung: Jumlah unduhan:
751.414 41.320.307

@ www.kemendagri.go.id X (© @kemendagri {3 @kemendagri () @Kemendagri_RI
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4. Aplikasi PPID Kemendagri Berbasis Mobile

Kemendagri telah memiliki aplikasi layanan keterbukaan informasi atau PPID
berbasis mobile yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Aplikasi mobile
«“PPID Kementerian Dalam Negeri” dapat diunduh melalui Play Store untuk
pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS.

222ID

Layanan Injorass Publk

0

om—n—mw
emm

—

Gambar 2.4 Aplikasi PPID Kemendagri Berbasis Mobile

. Email PPID Kemendagri
Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan melatui email resmi PPID
Kemendagri.

ﬂ ppid@kemendagri.go.id

. Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas

Kemendagri menyediakan layanan permohonan informasi yang dikhususkan
bagi penyandang disabititas dengan menyediakan fasilitas pendukung, antara
lain:
¢ Formulir Permohonan Informasi dalam huruf Braille; dan
e Fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas, seperti area parkir
khusus, kamar mandi disabilitas, ruang tunggu ramah disabilitas, guiding
block, dan fasilitas lainnya.

-

Gambar 2.5 Fasilitas Penyandang Disabilitas
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7. Media Sosial

Dalam proses penyebarluasan informasi publik, Kemendagri turut memiliki
sejumlah akun media sosial sebagai berikut:

a. Instagram
kemendagri ¢ ppid.kemendagri -
Kementerian Dalam Negen PAD Kemendagrt
u 2562 poxts  STIK foowers 1 dnflowing 13 posts 7,344 ok 53 folkoweng

Akun Iestagra Kementevian Dialarn Negeri Repubik ndone

i Pusst Perverangan Kevmendag Alan Resrw PPID Kennendagn
Mo M ra in Ajulan Permohonan Informasi Public 1

2 whrwkemendagn go.xd ) linkdr.eefpprdkemendagr
Gambar 2.6 Instagram Kemendagri dan PPID Kemendagri

b. Facebook
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Gambar 2.7 Facebook Kemendagri dan PPID Kemendagri

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

PPID Kementerian Dalam Negeri berada di bawah koordinasi Bidang Fasilitasi
Pengaduan dan Permohonan Informasi (FPPI) Pusat Penerangan sebagai unit
kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi
publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID Kemendagri didukung oleh
SDM yang memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun SDM yang
dimiliki oleh PPID Kemendagri meliputi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian Jumlah SDM Pusat Penerangan
berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Jumtah
S2 13
D4/S1 64
D3 1

Total 78 ‘

Gambar 2.8 Pegawai Bidang FPPI

Tabel 2.2 Rincian Jumlah SDM Bidang FPPi @iRuigen IR
berdasarkan Pendidikan Terakhir 70
Pendidikan 60
No. Jabatan Jumlah
D3 D4/s1 S2 50
1. Kepala Pusat Penerangan, - 3 1 1 40
A 30
2. Pranata Humas Ahli 1 1 1
Madya 20
Pengelola Informasi 10 E
3 publik g4 ° . I 2 1o
52 D451 D3
Jumlah e 14 2 16 Gambar 2.2 Diagram Perbandingan

Pegawai Puspen dan FPPI
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C. Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, pengelolaan layanan informasi publik melalui PPID
Kemendagri didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari beberapa
kegiatan. Anggaran tersebut meliputi kegiatan:

Rp28.320.000

. Pelayanan Informasi, Data, dan
Dokumentasi

. Penyelesaian Sengketa
Informasi
Monitoring dan Evaluasi Layanan PPID

Kemendagri
19,8% 59,7% il

Rp27.450.000 Rp82.680.000

Gambar 2.10 Diagram Anggaran Kegiatan PPID Kemendagri
Selain itu, dalam rangka memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas

layanan pengaduan masyarakat dan layanan informasi publik di lingkungan
Kemendagri dan Pemda, dialokasikan anggaran untuk beberapa kegiatan, yaitu:

Rp203.510.000

. Bimbingan Teknis Pengelolaan
Pengaduan dan Informasi Publik di
Lingkungan Kemendagri dan Pemda

. Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan
dan PPID di Lingkungan Pemerintah
Rp88.535.000 Daerah
Asistensi Peningkatan Kualitas
Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah
Daerah
Rp620.315.000

Gambar 2.11 Diagram Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pengaduan
dan Informasi Publik Kemendagri

Seluruh anggaran yang dikelola oleh PPID Kemendagri pada tahun 2025
dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan
informasi publik di lingkungan Kemendagri serta untuk memberikan asistensi dan
pendampingan kepada Pemerintah Provinsi yang masih berada dalam kategori
“tidak informatif” dan “kurang informatif”, guna mendorong peningkatan kualitas
keterbukaan informasi publik.
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BAB il
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik
1.Jumiah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri telah menerima 492
permohonan Informasi yang diantaranya 475 permohonan diterima melalui
website ppid.kemendagri.go.id dan Aplikasi PPID Kemendagri, 17
permohonan diterima melalui email, serta tidak terdapat permohonan
diterima secara surat dan/atau tatap muka atau langsung.

Tabel 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Berdasarkan Kanal

Kanal Permintaan Jurfﬂah
No. . T Permintaan Persentase
Informasi Publik

Informasi
g | s | wem
2. Email 17 Saol
3. Surat B .
4. |Langsung - -
Jumiah 492 100%

Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Berdasarkan Komponen Tujuan

Jumlah Permintaan

No. Komponen Informasi Persentase
1. |Sekretariat Jenderal Kemendagri 153 31,10%
2. Ditjen Bina Keuangan Daerah 68 13,82%
3. Ditjen Otonomi Daerah 56 11,38%
4. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 47 9,55%
5. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum 43 8,74%
6. Ditjen Bina Pemerintahan Desa 39 7,93%
7 Badan Penggmbangan Sumber Daya Manusia o8 5,69%

Kemendagri
8. :::zgee;torat Jenderal Kementerian Dalam 20 4,07%
9. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri 14 2,85%

10. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 12 2,44%
11. Ditjen Bina Pembangunan Daerah 8 1,63%
12. |Institut Pemerintahan Dalam Negeri 3 0,61%
13. Eksternal Kemendagri 1 0,20%

Jumlah 492 100%
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2. Topik Permohonan Informasi yang Paling Banyak Diajukan

Tabel 3.3 Topik Permohonan Informasi yang Paling Banyak Diajukan

No. Topik Permohonan Informasi Jumlah Persentase
1. Peraturan, Keputusan, danfatau Kebijakan 241 48.98%
2. Keuangan Daerah 68 13,82%
3. Kewilayahan 56 11,4%

4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 47 9,55%
5. Penyelenggaraan Politik dan Pemerintahan Umum 43 8,73%
6. Lain-lain 37 7,52%

Jumlah 492 100%

3.Persentase dan Rata-Rata Laju Penyelesaian Permohonan Informasi
Tabel 3.4 Persentase dan Rata-Rata Laju Penyelesaian Permohonan Informasi

Jumlah Permintaan Informasi
Rata-rata Laju
Persentase

No.| Tahun Belum lesai Penyelesaian
Selesai = Tolak | Keberatan Proses Tindak Penyelesaian o o\ @ an

Lanjut
1. | 2025 472 10 10 E 3 100% 9 Hari Kerja

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri memiliki hak untuk
menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2025, Kementerian Dalam
Negeri telah menolak 10 Pemohonan informasi. Sebagian besar alasan
penolakan permohonan informasi adalah otoritas instansi lain, atau informasi
yang dimohon bukan merupakan kewenanangan PPID Kementerian Dalam

Negeri.

Pasal 26 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 mengatur jangka waktu pelayanan
informasi adalah Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya
permohonan informasi, PPID Utama Kementerian Dalam Negeri dalam
menyelesaikan permohonan informasi rata-rata membutuhkan waktu @ hari

kerja.
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B. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2025, Kemendagri menerima 1 (satu) Surat Panggilan Sidang
Sengketa Informasi dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor
151/V/KIP-RSL/2025 tanggal 21 Mei 2025, perihal Sidang Sengketa Informasi
antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (selaku Pemohon) dengan Kementerian
Dalam Negeri (selaku Termohon) dengan kronologi sebagai berikut:

SIDANG PEMERIKSAAN AWAL SIDANG PEMERIKSAAN KEDUA
27 Mei 2025 30 Juni 2025
* Bertempat di Ruang Sidang e Bertempat di Ruang Sidang Komisi
Komisi informasi Pusat Informasi Pusat
* Pada persidangan tersebut, baik * Majelis Komisioner memutuskan untuk
Pemohon maupun Termchon melanjutkan proses ke tahap mediasi,
belum memenuhi syarat iegal mengingat Termohon menyatakan
standing, sehingga sidang kesediaannya untuk memberikan
dijadwalkan ulang informasi yang diminta oleh Pemohon
PENYERAHAN INFORMASI OLEH MEDIASI SENGKETA INFORMAS! PUBLIK
TERMOHON KEPADA PEMOHON 17 Juli 2025
18 Juli 2025
* Bertempat di Ruang Mediasi Komisi
Termohon telah mengirimkan Informasi Pusat
salinan Keputusan Menteri * Disepakati bahwa Kementerian Dalam

Dalam Negeri Nomor 100.1.1-
Negeri selaku Termohon akan
g:gbegahug nz?:?zmu :aelzﬁfagg - memberikan salinan Keputusan Menteri
Iy o = Gy Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun

Kode, Data Wilayah ;
Administrasi Pemerintahan dan b tenténg PEIEEED dap
Pemutakhiran Kode, Data Wilayah

Pulau kepada email pemohon = ) i
pada 18 Juli 2025. Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

8

PEMBACAAN PUTUSAN MEDIASI
21 Juli 2025

¢ Bertempat di Ruang Sidang
Komisi Informasi Pusat.

¢+ Dengan dibacakannya Putusan
Mediasi maka Para Pihak sepakat
mengakhiri sidang sengketa
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C. Program Kegiatan PPID Kemendagri Tahun 2025
1. Asistensi Pengelolaan Informasi Publik Pemda

Pada Tahun 2025, Kemendagri melakukan asistensi pengelolaan informasi
publik bagi pemrov yang pada Monev KIP 2024 masih memperoleh kategori
“Cukup”, “Kurang”, dan “Tidak Informatif”, yaitu Provinsi Kepri, Jambi,
Bengkulu, dan Kaltara. Hasil dari asistensi tersebut ke-empat provinsi
tersebut berhasil mengikuti uji publik pada Monev KIP 2025 dan 3 (tiga)
Provinsi diantaranya mengalami peningkatan pesat pada hasil Monev KIP
2025

Gambar 3.1 Asistensi Pengelolaan informasi Publik Pemda

2. Workshop Pengisian Kuesioner Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
Workshop pada 22 September 2025 merupakan tindak lanjut dari kegiatan
asistensi yang telah dilaksanakan dan bertujuan untuk membantu Pemda
dalam mengidentifikasi, memenuhi, dan mengevaluasi SAQ (Self-Assessment
Questionnaire) pada Monev KIP 2025.

Gambar 3.2 Werkshop Pengisian Kuesioner KIP Tahun 2025

3.Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas PPID dalam Mewujudkan
Keterbukaan Informasi Administrasi Keuangan Daerah

Bimtek yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2025 bertujuan tujuan untuk
meningkatkan kompetensi PPID Pemda dalam mengelola informasi barang
dan jasa serta administrasi keuangan Pemda sebagai dasar dalam melakukan
pelayanan informasi yang transparan. Bimtek dihadiri oleh 43 OPD dari 31

pemda yang berbeda

AN
_ _ L wsl
Gambar 3.3 Bimtek Penguatan Kapasitas PPID
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4.Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Sebagai bentuk kepatuhan peraturan perundangan dan memberikan akses
informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, Kemendagri melakukan
penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.

Jumlah Informasi Publik yang telah
diunggah pada website PPID 2.248 dokumen
Kemendagri per 31 Desember 2025
@Az 3 i 3
DIP :‘:«if%“' i ppid.kemendagri.go.id/front/

; %’ dokumen/detail/500412915
e

Kemendagri &7

5.Monev Kinerja Layanan Informasi Publik Kemendagri Semester | & [l

Monitoring dan evaluasi dilakasanakan secara berkala dengan tujuan untuk
melihat kinerja tindak lanjut permohonan informasi oleh tiap-tiap komponen
di Kemendagri, mengidentifikasi permalasahan serta pemberian rekomendasi
perbaikan layanan.

6.Pengembangan Aplikasi PPID Kemendagri (Website & Mobile)

Sebagai penunjang pelayanan informasi yang berkelanjutan, Kemendagri
menambahkan fitur disabilitas, survey kepuasan, data statistik, pembaharuan
tampilan depan aplikasi, serta pengembangan aplikasi mobile PPID.

7.Pembuatan Video Profil PPID Kemendagri
Profil PPID Kemendagri dapat diakses pada:

@55@® Oly10
l’_{] %?% https://gqr.sh/Wz6C G :@% https://gqr.sh/RS6v
: .b.-.t

8.Penyusunan Permendagri Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Permendagri disusun sebagai panduan dan standar dalam penyelenggaraan
layanan informasi publik bagi Kemendagri, Pemda dan Pemdes. Permendagri
ini per-tanggal 2 Februari 2026 telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan judul Permendagri No. 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan
Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Desa.

Scan QR untuk
mengakses Permendagri
No.2 Tahun 2026!!
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D. Inovasi Kemendagri Dalam Pengelolaan Layanan Informasi
Publik Tahun 2025
Kementerian Dalam Negeri terus berinovasi untuk memastikan kualitas
informasi publik melalui penyediaan data yang akurat, terkini, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri
melakukan inovasi dalam pengelolaan layanan informasi, sebagai berikut:

1.Survei Kepuasan Masyarakat
Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan untuk mengukur kualitas layanan
informasi publik, sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta
sebagai wujud akuntabilitas dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

2. Aplikasi Berbasis Mobile

Pengembangan aplikasi PPID berbasis mobile bermanfaat untuk
mempermudah dan mempercepat akses informasi publik, meningkatkan
kualitas pelayanan dan transparansi badan publik, serta membuat
pengelolaan informasi dan pemantauan kinerja PPID lebih efisien dan

akuntabel.
3.Data Statistik

Data Statistik menampilkan Jumlah Dokumen, Jumlah Permohonan Informasi,
Jumlah Unduhan, dan jumlah pengunjung pada aplikasi baik pada PPID
Kemendagri maupun seluruh Indonesia

Laparsn Ogrpsislasn Lyans: Fergaduse -

=== Cikarmn Progr i et Nagiaton Tabuny

Berikan Penfiaian Andal

|
Q T S
°_‘_ e mmmw
|
Tigdak Kyrang Cukup Puas Sangat |
puas Paas Puas Puas
CPA TV S
g s okt e
= ummmnﬁm
= ~
Statistik Seluruh indonesia
l s 2248
2 392483 & 14394
g 4289
L n & 751414 ;L- 41320307
. 8055793
- e e
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Pindai QR Code berikut untuk mengunduh
Aplikasi PPID berbasis Mobile !

Play Store

q PPID Kementerian Dalam Negeri
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E. Pencapaian PPID Kemendagri

Sejak tahun 2020 sampai 2025, Kementerian Dalam Negeri meraih kualifikasi
“Informatif” 6 (enam) kali berturut-turut yang merupakan kualifikasi tertinggi
pada Monev KIP dengan nilai sebagai berikut:

1.Tahun 2020 nilai 91,96 peringkat 13
2.Tahun 2021 nilai 97,68 peringkat ©
3.Tahun 2022 nilai 98,33 peringkat 9
4.Tahun 2023 nilai 90,02 peringkat 26
5.Tahun 2024 nilai 97,89 peringkat 7
6.Tahun 2025 nilai 96,5 peringkat 14

@ Nilai
100
80
60
40
20
0
2020 2021 2022 2023 2024 2025
91.96 9768 98.33 920.02 97.89 96.50

Gambar 3.4 Capaian Kemendagri dalam Monev KIP 2019-2025

Berdasarkan Surat Keputusan
Komisi Informasi Pusat Nomor
11/KEP/KIP/XIIf2025 tentang Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik
pada Badan Publik Tahun 2025,
Kemendagri kembali  meraih
kualifikasi “Informatif” dengan
nilai 96,50.
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BAB IV
KENDALA DAN REKOMENDASI

A. Kendala Internal dan Eksternal

1.Kendala Internal

Koordinasi antara PPID dengan PPID Pelaksana selaku penguasa informasi
belum optimal.

Rendahnya responsivitas PPID Pelaksana dalam menindaklanjuti
permohonan.

Minimnya pemahaman dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP),
klasifikasi informasi dikecualikan, dan pengujian Konsekuensi.

Rotasi dan mutasi pengelola informasi publik yang tidak disertai dengan
transfer knowledge.

Pelayanan informasi masih dipresepsikan sebagai tugas tambahan yang
membebani tugas pokok dan fungsi unit kerja oleh PPID Pelaksana.

2.Kendala Eksternal

Masyarakat belum memahami hak dan mekanisme permohonan informasi
publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
Permohonan informasi yang diajukan sering kali tidak jelas atau tidak
sesuai dengan kewenangan Kemendagri

Tingginya ekspekstasi respons cepat sehingga muncul persepsi negatif
apabila tidak ada respons awal dalam waktu singkat

@ www.kemendagri.go.id X (0) @kemendagri {3 @kemendagri ) @Kemendagri_R!
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B. Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Informasi Publik

1.Optimalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP yang telah tersedia perlu dioptimalkan melalui pengawasan pelaksanaan
dan evaluasi kepatuhan terhadap alur disposisi serta batas waktu layanan.
Hal ini bertujuan memastikan SOP berjalan efektif sebagai pedoman
operasional, bukan sekadar dokumen administratif.

2.0Optimalisasi dan Pembaruan Konten Website dan Media Sosial

Website PPID perlu diperbarui secara konsisten dengan informasi berkala
dan penambahan FAQ. Penyederhanaan bahasa dan navigasi penting agar
masyarakat mudah memperoleh informasi tanpa harus mengajukan
permohonan resmi.

3.Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan

Monitoring dan evaluasi berkala ditakukan melalui analisis jumlah dan jenis
permohonan serta waktu penyelesaian. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan

layanan secara sistematis dan terukur.

4.Peningkatan Kualitas Pengelola Informasi Publik Pemda

Sebagai kementerian pembina urusan pemerintahan dalam negeri, pembinaan
pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga desa menjadi
aspek penting dalam mendukung penyediaan informasi publik pada tiap tingkat
pemerintahan. Berdasarkan hasil Monev KIP 2025, masih terdapat Pemda yang
belum mendapatkan kualifikasi "Informatif". Pembinaan, asistensi dan
kooordinasi yang baik akan mendukung pemenuhan permohonan dan

penyediaan informasi publik.

5.Peningkatan Literasi dan Edukasi Publik

Kendala layanan sering muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap prosedur permohonan informasi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi
sederhana dan komunikatif melalui infografis, template permohonan, dan
penjelasan ringkas persyaratan yang dipublikasikan di website serta media

sosial resmi.
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BABV
PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan layanan informasi publik di tingkungan Kementerian Dalam
Negeri. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja
pelayanan informasi publik sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam
meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Metalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan,
Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja
pelayanan informasi publik serta mempertahankan predikat sebagai badan
publik yang “Informatif”. Upaya tersebut merupakan bagian dari dukungan
terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,
dan partisipatif dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Jakarta, 31 Maret 2026

Kepala Pusat Penerangan
Selaku PPID Uta

Drs. Benni Irwan, M.Si., MA
Pembjna Utama Madya (IV/d)
NIP 117301231992031001
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LAMPIRAN

1.STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

NEMENTERIAN DALAM NEGERL
SEKRETARIAT JENDERAL
FUSAT PENERANGAN

DASAR HUSLM

1 Undang-Undang Nomor 14 Tarun 2008 tantang
Weterbubsan irdorman Putea

2  Paraturan Pemerintat Nomor 81 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Unasng Nomor 14
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4 Peraturan Koms: informas Nomor 1 Takus 2021
tentang Standar Layanan informase Publik
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2.STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN ATAS

INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 14 Tanurt 2008 sentang
Ketertulcaan [Informasi Public

Peraturan Pemenntan Nomor 61 Tahun 2010

Peraturan Menten Calan Negen Ko 3 Tehun 2017
tertang Pecoman Pengeiolaan Pelayanan
mmmwwm
Neger: dan Pemerntahan Daerah
Peraturan Komes Informas Nomor 1 Tabun 2021
tertang Standar Layanan Informasi Pubi
KETERFKAITAN ;

1. SOP Petayanan Permononan informasi,

2 S0P Uy Konsekuens

&

PERINGATAN

Apabia SOP ini hclak dlaksanakan, maks pesayanan
informas: publix akan Lerganggu dan Derpotens:
renumbuiean Masaiah fdum

NO SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVIST P
TGLEFEKCTIF - T,
DISAHKAN O~ Vapala Py e erangan Seivetaras
| Jendecal g ote g
-
|
HAMA SOF " Siarar O perasonal Prosedur

Penanganan Keberatan Alas Informas
Publik

KUALIFIKAS] PELAXSANA

1. Memilid pengetahuan Sasar peaturan perundang
undangan tera pelayanan mformas publi;
wmwmwumm

wmwmawwdmtmnm
WWMWWMWM

[V X L

7. File organiges
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dusirnpian dadam bardok hardcopy dien softcopy

1 Mooy smpacl a0 Form I kan Pormodonan
keheratan Permohonan keheraan
berdamarkan alasan Keboratan Imformas
vitng delentidhoan Informas
dalam poraturan
perundan  -ondancen

2 Al W medmLasmham ¥ Parmabaosm Hmomt  egetn
kcheraan dalam D heborpes Leberaan
Daflar Reypister mkrma mforman
Keberatan Informan

1 Mo srvpank an Surat heberstan Wmem  Nodn
keherman mas G b posgania
informan pobdh Loberaum
keyanda Atmsan PPID

4 \Mcaugaskan PPID Sursm hobersts | pam dpomin
mengumdmanh o I informan
Leheryan wnforman: 1

ol Monchash Roborom = L | hany Pengania
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hendasarhan alman minmas
hcharman |
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D |

T Berkoordmes v dapiee 1 han :—.-ur
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b pubbih | heboratan
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mi man |
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3.STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR

PELAYANAN PERMOHONAN

INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITASI

KEMENTERIAN DALAM NEGERT
SENRETARIAT JEMDERAL
PLUSAT PENERANGAN

DABAR HURUM
1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
1 Keterbukaan Informasi Pubdk

72 Paraluran Pemerirgat Nomor 81 Tahun 2010
tentang Pelshsdsaen Undang Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Kelerbukaan Informasi Publik

3 Peraturan Menlen Dalam Negen No 3 Tahun 2017
lentang Pedorsn Pengsiolaan Pelayanan
Informas: dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Neger dan Pemerintahan Doerah

4 Peralwran Komis inforrnasi Momee * Tahun 2027
tentang Standar La, anan kfommas Puoik

KETERKAITAN

S0P Pengwian Konsekuens

PERINGATAN

Apabila SOF im tidak dilaksanakan Maka paliy s

informas publx akan lerganggu dan berpolens

menambilkan masaksh hukom

I | Menyampakan
permohoman
informasi melalu
kanal reseu PPID
hemendagn thlwusus
permohonan
informas seom
langsung.
disahakan form
permohonan
formas dalam
formnad haru! braalle)

D__

i

Mendolatmentasika
n permohonsn )
mformasi dalam
Buu Regsier
Permohonan

Informasu

3 Rhemberkm bukt *
regisipe
permohonan
mformas kepada
Pemolen lnformass
3 Mengonirman

kebutubn

frens funpraan

informasi publik .

baik dafam Benluk

penvediaan jury !

Balsusa sevarsd st |

pem cdiaan

informast dalam

hural dralle sesum

ketersedhaan

ARE_aran
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NO SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVIST

TGL EFEKTIF

CISAHKAN OLEH  wepais Pioa| Pansr@ngan

anl rwan M St MA
Vigrma Muda (Ivie)
9730123199202 4001

Ber
NIP

Slandar Operasional Prosedur Paayanan
Permonhonar: \nformasi Bagi Penyandang
| Desabilitas
KUALIFIKASY PELAKEANA
1 Memis pengelahuan casar paraturdn perundang-
wadangan lerkall paisyanan irformasi public
2 Mamou berkomundasi dengan baik secars lisan maupuwn
luwsan;
3. Mampu berkoordviasi dengan afekif dar alisen,
4. Memiiki kgmmapuan kenasama tim,
5. Mampu mengeperasikan peralatan computer dengan haik

NANA S0P

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Faralatan kardor

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan daiam bentus hardcopy dan sofcooy

- 'Di‘-l :mioh o

Form

Permabonan [nformas
Infurmas

|

]
Regidter I Juars Reg. sty
Permohonan Permohonan
inftrmas Inforiase
Regster 30 menit  Bukbi
Permohonan Permohonan
Tnformas: Toformass
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Permobonan
Informrs
Informasy Publik Ya
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dikosa olech PPID
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Permohonan
Informas: ke PPID
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I
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Informan
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Informas:
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4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEXKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENERAMGAN

DASAR HUKLIM
1. Undang-Uncang Momaor 14 Tahun 2608 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemenntah Nomor 61 Tahan 2010
fentang Pealeanaan Undang-Undang Normat 14

Tahun 2008 tentarg Keterbukaan Informasi Publik |

3. Peraturan Menten Delam Nagari No. 3 Tahun 2057
tentang Pedoman Pengeiolaan Pelayanan
informas: dan Dokumentasi Kementenan Dalam
Negeri dan Pemenntahan Daerah

4, Peraduran Komisi Informas Nomer 1 Tahun
2021tentang Sandor Layanan [nformasi Publik

KETERKAITAN :
S0P Pendokumentasan Informas yang Dikecualikan

PERINGATAN

Apabia SOP I tidak diaksanakan, maka pelayanan
mformasi publ « aican ergangou dan berpotensi
menmoulkan masalah hukum

o % i . degier
Mo ampak an
asulan informan
vang dikeczalkon
kepada PPID
eIy ety I
2 Mengoordinasikan hd

upt honschuens
berssana FPID
Polabsany dan Tun
Pertimbam an
3 Memy ampakon
perumbangan
hukum atas 4
hoisekuens
4 Mengun
homek uens
berdaraukan
Undung -1 ndan
Memashan v
konsehuens Tl
dengan
pensecushian ¥
wharmass l
r Menyusun berta
acara hasil wt
honschuens
7 Menetaphar
schaga informast
publik vang
terbuka
5 Menetaphan
keputusan
pengecealian
informasi

h
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Q. S0P
T, PEMBUATAN
TGL REVIST
TL EFEKTIF _
DISAHKAN OLEH Caoals Bleot Fenerangan Sekretariat
- Jenderal X emencagn.
Fl -"
NP §9730127 1952031001
NAMA SOP Standar e=rasional Prosedur Uyt

i
Fa

3
.
5

| PERALATAN/PERLENGKAPAN:

prsakuenst
KIUALIFIKAS] PELAKSANA

Meridiki pengetaruan dasar peraturan pesundang-
undangan terkait pelayanan informasi perblik; !
Marmpu berkomunikasi dengan Dalk SaCara isan maupun
Quksan;

Mampu harkaordings decgan efelad dan efisen,

Memiliki kemampuan kerasama tm;

Mampu mengoperasdan peralatan compuler dengsn baik.

1. Komputer;

2. Puinker;

3. Aat tubs kantor;
4. Jaingan imernet;
5. Fre arganizer,

PENCATATAN DAN PENDATAAN ;
Dismpan dalam bentuk hardeopy dar softcopy

i

Informas:

L OnE

dekecualihan

Undangan U~ 1 han Uindangan L. js
K onsckucns Koaschuensi

| Pethmbazgas | hass  Perumbangan

terinhs testuh
Perumbangan 2 jam Perimmbaogan
tectuhs feriulis

" Dratt benta Hiemerat  Drall benta
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konsckuens Lomsekpens
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5.STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENERANGAN

BASAR HUKLM :

1.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 lentang
Keterbukaan Informasi Puble;

2. Peratwran Pemenngzh Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tenteng Keterbukaae Informas: Pubik;

3. Peraluran Menteri Datarn Negsd No, 3 Tahun 2017
terdang Pedoman Pengelciaan Pelayanan Informas
dan Doxumentas Kementeran Dalar Negen azsn
Perneriniahan Daerah;

4. Pergbwan Komisi [nformasi Nemor 1 Tabun 2021
tentan?) Standar La anan Informas Publik

KETERKAITAN :

I 508 Pelayanan Permohonan Informasi;

2. S0P Uj Konsekuens

PERINGATAN ©

Apabea S0P i Uidak 0 'aksanakan, maka pelayanan
informas publik akan terganggu dan herpotansi
memmbulkan masalah hukum,

NG, SO°
TGL PEMBUATAN
TGL REVISE
TGL EFEKTIF -
EISAHKAR O Kepa s By Pensrangan Sekretanat
ek ) Kanendagei:
P, enny lrv@n, M.SL MA
Pemalra Oama Muda (Iv/c)
e J 2231992031001
NAMA S0P StasCear Cperasional Prosedur

Benanganan Keberatan Atas Informag
Pubik

| KUALIFIKAS] PELAKSANA :

1. Memilx pengetahuan dasar peraturan penandang-undangan
terkait pelayanan infornas put:k;
2. “ampu berkomanikasi dengan bak secars lisan maypun

tulisa;
3. Mampu berkoorgnas dengan efektif dan sfisan;
%, Mamitks Kermapuan kesasama Lim,
% Mampu mengoperasikan peralaian computer dengan balk.
PERALATAN;FERLENGKAPSN: - )
1. Komputer;
2. Pnnter;

3. At lubs kantor,

4, Janngan miternet;

5.  File organizer,

PENCATATAN DAN PENDATAAN @

Dsimpan daksm bentuk hardcopy dan softcopy

1 Mery ampaikan
pangmian sdang
seng ket mmlormass i

2 Mencruma dan
memernintahkan
PPID onlub y
menun uk PPID
Pelamsana
didamipingn Tom
Pertimbangan untul
mew ahil berssdan

3 Mem uzen surat
kuasa hersdang
e ahal Arasan
o i)T r) ‘

4 Berkoordinnsy untuk
menyiaphan bahan
menhadin
perzidangan

_senuketa informas

5 Menghut
persidangan
senghety informias:
scsual dengan
padunak vang
desiaphan Konus
Intacmax

& Selaporkon hasil
sidang sengheta
mnformas: kepada
Azasan PPID
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Relass alog
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Net hanseg maon
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Surilt hsa

Baoban sidmng
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1 han
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kebutuhan
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6.STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

KEMEMTERIAN DALAM NEGERI
SEKRETARZAT JENDERAL
PUSAT PEMERANGAN

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kelerbukaan Inforrnasi Publik

2 Persturan Parmanntah Nomar 81 Tahan 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 14
Tahur 2008 tantang Kelerbukaan Inforrmasi Publik

3 Peraturan Menter Dalam Negeri No 3 Tahun 2017
tenang Pedoman Pengekdaan Pelayanan
infarmasi dan Dokumentasi Kemeanterian Dalarn
Negeri dan Pemenntahan Daersh

4, Paraturan Komusi informasi Nomar 1 Tahun 2021
tentang Standar Layenan Informasi Pubiik

KETERKAITAN :

SOP Penjguian Konsekuensi

PERINGATAN

Apabiia SOF i lidak dilaksanakan maka palayanan

inforrmas: publk akan tergengau dan berpotensi

menimoulkan masalah hukumn.

NO B0OP N
GL PEMBUATAN

TGL REVISI

Tesl EFEXTIF

DiSARKAN CLLY Kepala Pusal Peograngan

O - ~

tes. Elanod |[pvan M S MA
Pamogs Wtara Muda (IVic)
NP §TaGE1231902031001

NAMA SOP Standar Operasional Prosedur

Pengumuimian |rformas Fublx

KUALIFIKAS! PELAKSANA

1. Memibhk pangslahuan dasar peraluran perundang
undsngan terkait pelayanan informasi publk,

2. Mampu barkomunikas: dengan baik secara isan maupun
lubsan:

3. Mampu berroordinas: dengan efekuf dan efisien,

4 Memilii xernmapuars kenasama am;

5. Mampu mengoperasikan perslatan comnputer dengan baik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Peralatan kantor

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan daam bentuk hardcopy dan softcopy

” A PELAKSANA } R
S xbonad™ TR L g gesr e
! R TSR ™ U T YOI (e et S
1 Menyampakan Usulan | 60 Mennt 1 salan
miformast publik wformas ! wivrmasi publik
kepada PPID publik
b Momventikase L Usilan 1 hen Net konscey
mformas: publik mformasi wsedan
schagar miormasi publik informas publik
vany terbuka
3 Mzlaporkan furmat ¥ et kotsepy GOmemt  Net konsep
mforms publik ustan uselan
yang akan nformasi mlormas pulblib
diumumkan nbhk
| Menyetuju format — v el honsep 60 npent Teet konscp
mformas: publik | O wsulan wsulan
vanp akan 1 infprmas mdernrt pubkih
diumumkon Yoo publit
) Merevisi format ¥ i Mgl honscp 60 fetut Revise formut
mfornmas poldad, usulan wforonass pubhh
sebelum dinmumban mieTast
pubhik
3 Mengumumkan v Konsep hinal Al mweail Informas:
mformazgs pubiik mformas pubhk
baik pada kanal D -

rgsmt PRI maupun
media massa

@ www.kemendagri.go.id X (0J @kemendagri

publik i
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7.STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI

PUBLIK
MO, S0P
TGL PEMBUATAN
TGL REVIS — ——
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH “epats Foesl penerangan Gekretanat
anglerdl Kefmey 'agfl:
Cxs,_Bennd Irgan. M.SL MA
KEMENTERIAN DALAM NEGERY Pembiga L/tema Muda (IV/c)
SEWRETARIAT JENDERAL NP, 197301231992031001
PUSAT PENERANGAN NAMA SOP Standar Operasional Prosadur
Pen, wsunan Daftar Informas Publik
DASAR HUKLU = KUALTFIKAST PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tertang 1. Memdiki pengetahuan dasar peraturan perundang-

Keterbukaan Informas: Publik;

urdangan teckal, pelayanan sdormasi publik;

'3, Peraturan Pemerinlah Nomor 61 Tahun 2010 tertang 2. Mampu berkomunikasi dengan bak secara 1san maupun
Paiaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tuhisan;
ientang Keterbukaan Infarmas Publik; 2. Mampu barkaordingsi dengan efelasf dan efisen,
3. Peratysan Menterl Dalam Neged No. 3 Tahun 2017 4, Memilik kemampuan kerjasama bm;
tentang Pedoman Pergelciasn Pelayanan Informasi 5. Mampu mangoperasdan peralatan compuner dengan baik.
dan Dokumentas: Kemenbenan Dalam Negeri dan
Femerintahan Daerah;
4, Perapran Komisi Informasi Nomar 1 Tahun
2021tentang Standar Layanan Informasi Publik
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
t. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3. Kompuler;
2. SOF Pengumibiman Informasi Publk 4. Printer;
5. Alat tuls kantor;
6. Jatingan inbernet;
7. Fhe oryanizer.

PERINGATAN :

Apabila SOP ini bdak tilaksanakan, maka pelayanan
informasi putlik gkan terganggu dan berpotensi
menimbulian masaiak bl

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softoopy

) AN --—-;;—-—-—- — &m—-—-—v-—-—-—--—*— -
S . e ~ REEGEAF 3
MO NIV taksodh 1 0 |- Civany £ e WON SRR (- K2
| pim enlansir | Informasi 1 han Usulan
informasi pubhk I publik Informas:
vanz ada di | publik
linghunyan Ll:rja
MASH-MAS, l |
B Metm ampaikan [sulan | har: Usulan
daftne snformas: - Informast Informas
puble kepada pubhik pubdik
PRID
3 dcnmnvemansr 4 Usulan I hars Wet honsep
usulan Daltsr Informass Ltpﬂixi:ln
Informas: Pubhk D publik penctspan
dari PPID Daftar
Pelibuana Informas:
! + Pablik
4 Menctapkan Daltar Net konsep 1 hars Keputisan
nfomuasi Pabhk O kepulusan pemtapn
sccara berkala ' penetapio Dahar
Daftar Informias:
T formasi Publik
. Publik
3 Mengunggah Keputusan 1 hars Informasi
mformas pubhk penctapan publik yang
sesuai Paftar ,{ Daftar telsh
Informasi Pyblik Informast dirutakharksn
wang telab Pubitk L
diletardkan .
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PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENGENAAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

{SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS! NOMOR 490/1136/Puspen.3
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENDAGR!)

PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEPADA PEMOHON INFORMASI TIDAK DIPUNGUT BIAYA

DALAM HAL PEMOHON INGIN MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI MELALUL PENGIRIMAN JASA POS ATAU KURIR
DIKENAKAN BIAYA SESUA! DENGAN KETENTUAN BIAYA PADA KANTGR POS DAN KURIR

1N ‘\ U =
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Tata Cara
Permohonan Informasi Publik
di Kementerian Dalam Negeri

informasi me jukan permohonan
R e ki ™ epada Keme n Dalam Negeri
tang r g = ) ]
il e o | ' e?!tcr:(:ﬁtgcﬁ:ﬁ'\t}:}?«je O ERIDINORS
Moger| dengan slamat :
JL Medan Merdeka Utara Na. T |
Jakaria Pusat 10110

Surat Elekironik/Email ke : | Petugal PPID Kemanterien Dalem Negerl
ppid@kemendagri.goid - kara; memaliben babwa Pemoben intermail
e | - &) persyareion

o

dihwbung

A Meryompaileon secora jelos jens indormanl dan
dolsurnentonl yong dibutuhban

4 Maleud don tujuan penggunoon inkor L]
dopat dipertanggungionuabiegn

5. Menyotobon besedioon membayor baoya
coro permboyoranmyo untull memeercieh informad
{opabio dibutuhlsan].
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Tata Cara
Pengajuan Keberatan Informasi

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan informasi
kepada atasan PPID dengan tahapan sebagai berikut.

Pemaohon Informasi dapat m: jukan keberatan secara
tertulis kepada atasan PPID paling lambat 30 hari seteloh
menerima ta n nan informasi dengan
menyertakan alasan keberatan informasi.

Atasan PPID harus memberikan tanggopan atas

juan keberatan tersebut sejok menerima pengajuan
matan. Apabila atasan PPID menguathan putuson
PPID maka harus menyertakan alasan secara tertulis.

Apabila Pengaju Kebaratan Puas, maka Keberatan
Informasi selesai. Namun apabila Pengaju keberatan tidak
%cﬁ. maka dapat mengajukan sengketa informasi ke

misi Informasi.

@) PPID Kemendagri @) ppid kemendagri  {} ppid.kemendagri.go.d
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Kementerian Dalam Negeri
Republik Indanesia

GAMBARAN UMUM

RHRVIOH OGN AN
INFORYIAS T RUBE K

rrID

Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi

" HAK ANDA UNTUK TAHU!"
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PERSYARATAN

WAKTU PENYELESAIAN
PELAYANAN

OUTPUT LAYANAN
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Pemohon Informau Publh dapat mergepscas
aebaratan secara bertuls hepada stasen PRD
bacdatarian alasan deagan Lahapan sebags berinul

L!' ¥aberatsr d paian kepads 2tasar PP [ da'am

L'l waxty M lambat 30 [h‘) P‘-ﬁh)
hari kerja setelah diketemukan alazan,

2.

Jia penga e n pudd 3t
putusa” auurm maka sengheta

keburatan salesai.

Tl ) pergips kebbratan Informy Publia

ok coa3 o' tanggapen At FE-D
makn panytiensisn senghets InFermatl
Publik dapat diajukan kepada Komisi
Informasi Pasat.
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TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pengajuan gugatan dlakukan malaks

1.
' ala MMMNWaw;
"‘ yar g ooy adla sh Badan P, MF.

Pengajuan gugatan ddskukan melaha
ot 1.3 Pengadidan Megeri 100000 c0ng
rF- opuga’ sdaish Baden Pobic walan
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Faptuat Parguesy

Alasan pemohon dapat mengajukan keberatan

‘\Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008

Penyampalan informasi
yang melebihi waktu
yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

Pengenaan biaya yang @
tidak wajar; dan/atau

Tidak dipenuhinya @
permintaan informasi;

Permintaan informasi
ditanggapi tidak
sebagaimana yang
diminta;

bl A 2
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Penolakan atas
permintaan informasi
berdasarkan alasan
pengecualian
sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17; O 000

Tidak disediakannya
informasi berkala
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9;

Tidak ditanggapinya
permintaan informasi;

444444




